Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil

Pengertian

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil baik yang berasal dari pelamar umum maupun tenaga honorer. Pengisian lowongan formasi ini dapat disebabkan karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun, berhenti, meninggal dunia atau karena adanya perluasan organisasi.


Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus semata-mata atas syarat-syarat yang obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, golongan, agama, ras atau etnik / kedaerahan. 

Persyaratan

a. Tenaga Honorer

Syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Gresik;

3. Penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD;
4. Terdaftar dalam database tenaga honorer Kabupaten Gresik;
5. Ketentuan usia dan masa kerja :
· Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; 
· Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

9. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI/POLRI;

10. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;

11. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat Dokter Pemerintah;

12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.  

b. Pelamar Umum

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;

3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

7. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;

9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;

10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.  

Prosedur
a. Persiapan
Pemerintah Daerah menyusun formasi setiap tahun anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diajukan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai pedoman kebutuhan dan kekurangan pegawai serta dasar pengajuan formasi pengadaan.
b. Perencanaan


Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi pembentukan panitia pengadaan, pembuatan jadwal kegiatan serta penyiapan sarana dan prasarana.
c. Pengumuman

Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang mudah diketahui oleh masyarakat luas antara lain : media elektronik (radio, internet, televisi), media cetak, papan pengumuman dan atau bentuk lain yang memungkinkan. Pengumuman penerimaan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dan mencantumkan antara lain:

1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

2) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

4) Alamat dan tempat lamaran ditujukan;

5) Batas waktu pengajuan surat lamaran;

6) Waktu dan tempat seleksi; dan

7) Lain-lain yang dianggap perlu.
d. Pelamaran


Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan :

1) Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang;

2) Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat;

3) Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
4) Khusus pelamar honorer harus melampirkan fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer;

5) Bagi yang mempunyai masa pengabdian pada lembaga swasta yang berbadan hukum, harus melampirkan fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir.

e. Penyaringan

Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam dua tahap :

1) Pemeriksaan Administratif

Dalam pemeriksaan administratif, surat lamaran yang diterima diperiksa  dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Pemeriksaan surat lamaran secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat administratif dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Sedangkan surat lamaran yang memenuhi syarat administratif disusun dan ditata secara tertib untuk memudahkan pemanggilan;

2) Ujian Penyaringan

Ujian penyaringan dilaksanakan dengan tes kompetensi serta tes kepribadian. Materi tes kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah, pengetahuan teknis dan pengetahuan lainnya. Materi ujian ini disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian dan atau ketrampilan yang diperlukan. Sedangkan tes kepribadian (psikotest) diadakan untuk mengisi jabatan tertentu untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat pelamar. Penyelenggaraan psikotest disesuaikan dengan kemampuan instansi masing-masing. Selain kedua tes tersebut, untuk tujuan tertentu atau dipandang perlu dapat dilaksanakan ujian lisan (wawancara) maupun ujian ketrampilan. 

Soal ujian dan daftar pertanyaan dibuat oleh Pemerintah Pusat/Propinsi untuk menjamin kerahasiaan dan kualitas materi. Dalam pembuatan soal ujian dan daftar pertanyaan tersebut pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk menjaga keakuratan data, Pemerintah Kabupaten hanya menerima dan melaksanakan ujian serta menerima hasil koreksi. Pengolahan lembar jawaban komputer hasil ujian dilakukan dengan komputer untuk menjamin objektifitas. Koreksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi/pihak ketiga yang disaksikan oleh Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta unsur Inspektorat/Badan Pengawas Daerah.
f. Penetapan Kelulusan

1) Setelah selesai proses koreksi lembar jawaban computer, Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat/Propinsi membuat daftar nominatif rangking peserta berdasarkan nilai tertinggi tiap jabatan;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar rangking nilai peserta ujian dari Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menetapkan nama pelamar, tanggal lahir dan nomor ujian yang dinyatakan lulus dan diterima dari urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi formasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

3) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, mengumumkan nama pelamar dan nomor peserta ujian yang dinyatakan lulus dan diterima melalui media cetak, media elektronik dan atau dalam media lainnya;

4) Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
5) Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan formasinya tidak dapat digantikan peserta ujian lainnya. Sisa formasinya dapat diusulkan kembali untuk diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya.

g. Penetapan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS

1. Persyaratan
Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a) Surat lamaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk ditulis tangan bermaterai Rp. 6.000,00;

b) Foto copy Ijasah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) Daftar Riwayat Hidup sesuai ketentuan yang berlaku;

d) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sesuai kebutuhan;

e) Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri (Polres setempat);

f) Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter;

g) Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja;

h) Surat pernyataan tentang :

· Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

· Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

· Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

· Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;

· Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
· Bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.
i) Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

j) Khusus bagi pelamar honorer wajib mencantumkan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer pertama sampai dengan terakhir.
k) Bagi pelamar yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan bekerja pada Instansi Pemerintah.  
2. Mekanisme
a) Badan Kepegawaian Daerah memberitahukan kepada pelamar yang dinyatakan lulus ujian disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan;

b) Pelamar harus melengkapi persyaratan dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari kerja. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil harus memperhitungkan letak geografis dengan memberikan ketersediaan waktu paling lama 6 (enam) hari;

c) Apabila dalam kurun waktu tersebut pelamar tidak melengkapi persyaratan maka dinyatakan mengundurkan diri;

d) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus uiian dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil;

e) Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Induk Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;

f) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

g) Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja;

h) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima surat keputusan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat keputusan tersebut harus melapor dan melaksanakan tugas. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

3. Ketentuan Lain
a) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah:
· Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
· Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
· Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
· Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat;
· Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;
· Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
· Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
· Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3);
b) Ijazah-ijazah tersebut di atas adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
c) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
d) Apabila ada Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka penyelesaiannya sebagai berikut:
· Bagi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkannya Nomor Induk Pegawai, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pembatalan Nomor Induk Pegawai. Dalam laporan dilampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;

· Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkannya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu;

· Formasi yang lowong akibat hal tersebut di atas tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah:

a) Membuat formasi pegawai sebagai pedoman kebutuhan dan kekurangan pegawai serta dasar pengajuan formasi pengadaan;

b) Mengajukan formasi pegawai yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam Pendayagunaan Aparatur Negara;

c) Mengajukan revisi formasi kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam Pendayagunaan Aparatur Negara apabila terjadi perubahan jumlah kebutuhan, kualifikasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dalam formasi yang telah disetujui;

d) Membentuk Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

e) Membuat schedule pelaksanaan pengadaan di Daerah Kabupaten;

f) Membuat pengumuman kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan dan persyaratan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

g) Membuat daftar nominatif tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usia dan masa kerja;

h) Menyelenggarakan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

i) Menerima daftar nominatif peserta yang lolos ujian Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Pusat/Propinsi;

j) Menetapkan daftar nama-nama peserta yang lulus ujian dalam surat keputusan tentang pelamar yang dinyatakan lulus dalam ujian Pegawai Negeri Sipil;

k) Menetapkan daftar nama-nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran berjalan;

l) Membuat pengumuman hasil seleksi Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat luas melalui media massa yang mudah dijangkau;

m) Membuat surat permohonan penerbitan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

n) Membuat surat keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah menerima persetujuan penerbitan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara;

o) Menyampaikan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada calon yang bersangkutan.
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